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ABSTRACT

Sustainable development is a global agenda initiated by the United Nations through
the 2030 SDGs, emphasizing a balance between economic growth and
environmental preservation. Malang City, as one of the major cities in Indonesia,
demonstrates complex spatial development dynamics, which tend to follow a
sectoral pattern as proposed in the Sector Theory by Homer Hoyt. This pattern is
closely related to the achievement of sustainable development goals. This study
aims to identify the sectoral development patterns in Malang City, analyze their
relationship with economic and environmental aspects, and evaluate the role of the
government in realizing economic growth alongside environmental sustainability.
The research employs a mixed-method approach combining spatial analysis,
phenomenological perspectives, and document studies. The results show that
Malang City is divided into five sectoral zones in line with Hoyt’s Sector Theory,
namely zone 1 (CBD/central business district), zone 2 (industrial area), zone 3
(low-income residential area), zone 4 (middle-income residential area), and zone 5
(high-income residential area). Each zone contributes differently and has distinct
impacts on economic and environmental dimensions, reflecting the unique
characteristics and potential of each area. In response, the role of the government
in achieving sustainable development is illustrated through the Hexahelix
Combination Management Models (HCMM), highlighting active collaboration
among government, academia, investors, media, communities, and regulatory
frameworks.

Keywords: Sustainable Development, Hoyt's Sector Model, Economic Growth and
Environmental Sustainability
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)
yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (Salim, 2018). Hal tersebut
bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia
dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Terdapat dua poin
yang menjadi fokus dalam SDGs adalah Decent Work and Economic
Growth yang merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan Life on Land yang
merujuk pada kelestarian lingkungan. Fokus ini menuntut perubahan dalam
merencanakan dan mengelola wilayah perkotaan. Terlebih pada satu dekade
terakhir, perkembangan wilayah di berbagai kota menunjukkan perubahan
yang sangat masif sehingga membutuhkan perencanaan dan pengelolaan
kota yang berkelanjutan.

Perkembangan wilayah kota tidak serta merta berdampak positif
saja, melainkan juga dapat berdampak negatif. Dianggap berdampak positif
apabila perkembangan wilayah dalam prosesnya mampu mengakomodasi
keluhan masyarakat yang berakitan dengan kebutuhannya. Hal ini berarti
bahwa perkembangan wilayah membawa manfaat, seperti peningkatan
aksesibilitas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh,
terbukanya akses transportasi memungkinkan masyarakat melakukan
aktivitas perdagangan antarwilayah, yang pada akhirnya berdampak pada
peningkatan ekonomi. Namun, perkembangan wilayah juga sering dianggap
negatif apabila menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Contohnya
alih fungsi lahan non urban menjadi urban dan meluasnya kawasan kumuh
yang artinya merusak lingkungan (Sutaryono, 2007).

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk
diterapkan dalam pengembangan suatu wilayah. Berkelanjutan menuntut

adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian



lingkungan untuk generasi mendatang (Chotim, 2020). Perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
efisien menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan keberlanjutan. Kota-
kota besar seperti Singapura, Dubai, dan Zhengzhou telah menjadi contoh
nyata penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (AL-Dabbagh, 2022;
Li dkk., 2022; Huseien & Shah, 2022).

Suatu kota harus fokus terhadap penataan ruang untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Tata ruang kota yang berkelanjutan sangat
berperan dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan ramah
lingkungan (Adianti, 2020). Di Indonesia, perencanaan tata ruang ini diatur
oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang
memiliki tujuan untuk menciptakan ruang nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan melalui keharmonisan alam-buatan,
pemanfaatan sumber daya yang terpadu, serta perlindungan fungsi ruang
dari dampak negatif. Hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya juga terfokus pada
pengentasan ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Hal ini
termasuk pengendalian alih fungsi lahan, pembukaan akses jalur
perdagangan, dan pemeliharaan kualitas perkotaan sesuai kebutuhan
masyarakat. Perencanaan tata ruang yang baik menjadi dasar dalam
mewujudkan kota yang berkelanjutan.

Di sisi lain, di dalam perkembangan wilayah kota terdapat teori yang
menggambarkan pola perkembangan dengan bentuk sektoral yang disebut
dengan teori sektoral Hoyt. Teori ini digunakan sebagai rujukan berbagai
kota untuk mengembangkan wilayahnya dengan mengandalkan potensi
sektor-sektor wilayah. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan kota
tidak hanya terpusat di tengah kota dan berkembang ke arah pinggiran,
namun perkembangan kota juga dapat dimulai dari berbagai sisi wilayah
yang memiliki potensi sendiri untuk mengembangkan wilayahnya. Teori ini

memiliki korelasi dengan perwujudan kota yang berkelanjutan. Hal ini



dikarenakan pertumbuhan sektor dalam perkembangan wilayah kota kerap
memiliki pengaruh terhadap terwujudnya pembangunan kota yang
berkelanjutan, seperti semakin banyaknya permukiman akan berpengaruh
terhadap kualitas lingkungan (Huseien & Shah, 2022).

Apabila dilihat dari perkembangan sektornya, Kota Malang
merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang telah mengalami
pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai sektor, seperti pendidikan,
ekonomi, dan pariwisata. Hal ini tertuang dalam konsep Tribina Cita Kota
Malang (Kota Pendidikan, Kota Industri, Kota Pariwisata) (Mulyadi et al.,
2021). Sebagai kota dengan identitas historis yang kental dan suasana
modern yang dinamis, Kota Malang menghadapi tantangan dalam menata
ruang kotanya agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang
semakin beragam dan berkembang. Menurut Mulyadi & Dias Eka Wahyudi
(2021), tata ruang kota yang mencakup pengaturan kawasan permukiman,
komersial, pendidikan, dan fasilitas publik, menjadi elemen penting dalam
pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan karena pada dasarnya Kota
Malang dijadikan sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP).

Pada dasarnya, di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun
2022-2042 (RTRW Kota Malang) sangat merujuk pada pembangunan
berkelanjutan, terkhusus keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Contohnya dalam peraturan tersebut terdapat pengaturan terhadap
Kampung Kayutangan yang dijadikan sebagai Kampung Wisata yang dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat setempat karena bangunannya yang
masih memiliki konsep kolonial. Bangunan lama di kawasan Kayutangan
direvitalisasi dengan menerapkan konsep kolonial sebagai bentuk adaptive
reuse atau pemanfaatan kembali, sehingga nilai sejarah tetap terjaga sambil
disesuaikan dengan fungsi modern seperti kafe, galeri, dan ruang kreatif.
Selain itu, peningkatan ekonomi juga didapatkan dari banyaknya event yang
diselenggarakan rutin oleh pemerintah Kota Malang di sepanjang Jalan Ijen

dan jalan-jalan utama di Kota Malang yang membuka ruang bagi pelaku



UMKM. Tidak hanya itu, pembangunan hutan kota, penambahan Tempat
Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) juga dilakukan untuk menjaga
kelestarian lingkungan Kota Malang agar lebih baik.

Namun, fakta di lapangan banyak sekali ketidaksesuaian kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah jika disandingkan dengan RTRW Kota
Malang. Beberapa kebijakan telah merugikan masyarakat seperti penetapan
kampung Jodipan sebagai Kampung Wisata. Kampung ini dikenal karena
keindahan dinding tembok setiap rumah penduduknya yang warna-warni.
Namun demikian, keberadaan kampung tersebut berada pada sempadan
sungai Brantas. Ketiadaan space antara rumah penduduk dengan sungai
sehingga dapat menyebabkan banjir yang merendam rumah-rumah
penduduk ketika terjadi hujan deras. Keberadaan kampung Jodipan telah
melanggar Pasal 40 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2022 tentang RTRW Kota
Malang yang mana ketentuan garis sempadan sungai paling sedikit berjarak
15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
Kebijakan meresmikan kampung Jodipan menjadi kampung wisata demi
kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keselamatan penduduk
setempat ini merupakan kebijakan yang kurang tepat yang telah di ambil
oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.

Kasus lain yang dinilai terdapat ketidaksesuaian kebijakan ketika
pemerintah memberikan izin untuk pembangunan mall besar seperti Malang
Town Square (MATOS) pada tahun 2005 dan Mall Olympic Garden (MOG)
pada tahun 2007. Kedua mall ini dibangun di atas lahan yang difungsikan
sebagai ruang terbuka hijau. Sejatinya, lahan tersebut masih termasuk di
dalam area hijau lingkungan stadion Gajayana. Pemerintah tetap
mengeluarkan izin pendirian bangunan berupa mall yang telah menggusur
peruntukan lahan hijau. Ini telah melanggar RTRW Kota Malang Pasal 20
ayat (5) poin d bahwa lapangan olahraga tidak dialihfungsikan menjadi

kawasan terbangun, melainkan dipertahankan sebagai Ruang Terbuka Hijau



(RTH) yang berfungsi untuk kegiatan olahraga, taman kota, maupun sebagai
area resapan air.

Ketidaksesuaian kebijakan yang mayoritas berorientasi pada
peningkatan pendapatan daerah ini sangat berpengaruh terhadap aspek
lingkungan. Keberadaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin
hari semakin terbatas. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun
2022-2042, kawasan RTH Kota Malang memiliki luas 9,2 kmz2, sedangkan
luas keseluruhan Kota Malang 111,077 kmz2. Hal ini berarti bahwa
persentase RTH Kota Malang adalah sebesar 8,3% dari jumlah luas wilayah
Kota Malang (Tegar dkk., 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa jumlah RTH minimal 30% dari
jumlah luas keseluruhan suatu wilayah. Artinya, RTH di Kota Malang
tergolong minim sehingga pemerintah daerah perlu mengkaji ulang
kebijakan yang dikeluarkan agar dapat memperbaiki tata ruang untuk
kedepannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Malang
seyogyanya melakukan perbaikan kebijakan wilayah untuk dapat
mewujudkan Kkesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan
kelestarian lingkungan. Kebijakan tata ruang untuk perkembangan wilayah
berbasis pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan melihat pola
perkembangan Kota Malang saat ini yang berbentuk sektor-sektor sesuai
dengan Teori Sektoral Hoyt. Dengan ini, pemerintah dapat menentukan arah
kebijakan tata ruang berkelanjutan yang sesuai dengan berfokus pada
pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini yang menjadi
dasar utama penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan arah
kebijakan tata ruang berbasis sektor-sektor sesuai Teori Sektoral Hoyt yang
disinergikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan  untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kota

Malang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan



tata ruang Kota Malang agar dapat berkembang dengan lebih optimal,
seimbang, dan berkelanjutan. Dengan didasari oleh beberapa uraian di atas,
peneliti mengambil penelitian skripsi dengan judul “Dinamika
Perkembangan Wilayah Kota Malang dalam Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan”.

. Rumusan Masalah

Perkembangan Kota Malang yang berlangsung dengan pesat telah
mendorong perubahan besar dalam struktur dan penataan ruang kota.
Perubahan ini tampak nyata melalui kemunculan kawasan-kawasan spesifik
yang tumbuh mengikuti morfologi wilayah serta kebutuhan masyarakat,
seperti kawasan permukiman yang banyak berkembang di Kedungkandang
dan Sukun, kawasan industri yang tersebar di area pinggiran kota, serta
kawasan komersial yang terpusat di pusat kota. Dinamika ini sebagian besar
didorong oleh meningkatnya tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat tantangan serius berupa
dampak negatif terhadap lingkungan. Tantangan ini menuntut pengelolaan
ruang yang lebih tertata, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam
konteks ini, teori sektoral Homer Hoyt menjadi alat analisis yang relevan
untuk memahami bagaimana pembangunan kota berkembang dalam pola
sektoral, terutama sepanjang jalur transportasi dan kawasan dengan tingkat
aksesibilitas tinggi.

Untuk memahami dinamika ini secara mendalam, analisis dilakukan
dengan fokus pada data di tahun 2020, 2022, dan 2024. Pemilihan periode
ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kebijakan tata ruang Kota
Malang, khususnya ditandai dengan peralihan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) pada tahun 2022. Analisis ini tidak hanya meninjau
perubahan spasial, tetapi juga mengevaluasi peran kebijakan pemerintah
dalam upaya menciptakan tatanan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana pola perkembangan
sektoral dan kebijakan ruang berpengaruh terhadap pembangunan Kota

Malang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman



yang komprehensif mengenai strategi pengelolaan ruang kota yang

mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka

disusunlah beberapa rumusan masalah sebagai dasar analisis dalam

penelitian ini:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pola perkembangan sektor di Kota
Malang?

2. Bagaimana pola perkembangan wilayah di Kota Malang tahun 2020,
2022, dan 2024?

3. Sektor apa saja yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan
lingkungan?

4. Bagaimana bentuk keterkaitan sektor-sektor tersebut terhadap aspek
ekonomi dan lingkungan?

5. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan Kota Malang

berkelanjutan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan

kelestarian lingkungan dengan berbasis pada pertumbuhan sektor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diambil, maka

dari itu dihasilkan beberapa fokus penelitian berupa tujuan dan kegunaan

penelitian sebagai berikut:

1.

Tujuan

a. Mengetahui sejarah terbentuknya pola perkembangan sektor
di Kota Malang;

b. Mengetahui pola perkembangan wilayah di Kota Malang
tahun 2020, 2022, dan 2024;

c. Mengetahui sektor apa saja yang berkaitan dengan aspek
ekonomi dan lingkungan;

d. Mengetahui bentuk Kketerkaitan sektor-sektor tersebut
terhadap aspek ekonomi dan lingkungan;

e. Mengetahui peran pemerintah dalam mewujudkan Kota

Malang berkelanjutan yang berfokus pada pertumbuhan



ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan berbasis pada
pertumbuhan sektor.
2. Kegunaan

a. Kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu dapat
memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai dinamika
perkembangan wilayah kota;

b. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan
rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk merumuskan
kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan mendukung
pembangunan yang berkelanjutan.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan wilayah sektoral di Kota Malang telah terbentuk
sejak masa kolonial, ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan prinsip
segregasi sosial antara penduduk Eropa dan pribumi. Prinsip tersebut
menyebabkan adanya pemisahan kawasan, di mana wilayah elit Eropa
ditempatkan di pusat kota dengan akses infrastruktur dan fasilitas yang lebih
baik, sementara masyarakat pribumi berada di kawasan pinggiran dengan
kondisi yang lebih tertinggal. Pola ini secara tidak langsung membentuk
struktur sektoral yang terwariskan hingga masa kini, memperlihatkan
bahwa struktur kota saat ini merupakan hasil dari kontinuitas sejarah
kolonial.

Dalam lima tahun terakhir, dinamika tata ruang Kota Malang
mengalami percepatan perubahan, terutama dengan diberlakukannya revisi
dari RTRW 2010-2030 menjadi RTRW 2022-2042 yang mengakomodasi
tekanan urbanisasi dan penambahan RTH. Perubahan penggunaan tanah
pada tahun 2020, 2022, dan 2024 menunjukkan alih fungsi besar-besaran
dari lahan non-urban seperti pertanian menjadi kawasan permukiman dan
komersial. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan hunian yang terus
meningkat telah mendorong konversi lahan yang tidak selalu sesuai dengan
prinsip keberlanjutan. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara kebutuhan
ruang dan kapasitas daya dukung lingkungan di masing-masing zona
wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Kota Malang
terbagi ke dalam lima sektor atau zona utama, yaitu zona 1 (pusat kota),
zona 2 (kawasan industri), zona 3 (permukiman berpendapatan rendah),
zona 4 (permukiman berpendapatan menengah), dan zona 5 (permukiman
berpendapatan tinggi). Masing-masing zona memiliki karakteristik yang

berbeda dalam mendukung pembangunan kota, baik dari segi ekonomi
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maupun lingkungan. Zona 1, misalnya, menjadi pusat perputaran ekonomi
karena konsentrasi pusat perdagangan, jasa, dan fasilitas umum. Sementara
zona 2 memberikan kontribusi tenaga kerja melalui sektor manufaktur,
meskipun berisiko mencemari lingkungan sekitar. Zona 3 hingga zona 5
menunjukkan gradasi kesejahteraan dan keteraturan tata ruang, yang turut
menentukan distribusi akses terhadap layanan publik dan kualitas
lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis aspek ekonomi dan lingkungan, zona 1
merupakan wilayah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap
pertumbuhan ekonomi Kota Malang karena intensitas kegiatan komersial
yang sangat tinggi. Namun, tekanan terhadap ruang dan lingkungan juga
sangat besar di zona ini. Sebaliknya, zona 5 menunjukkan kondisi
lingkungan yang relatif lebih nyaman karena kualitas infrastruktur dan
ruang hijau yang masih terjaga, meskipun kontribusi ekonominya tidak
sebesar zona pusat. Zona lainnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan, yang
memperlihatkan bahwa pola sektoral saat ini belum sepenuhnya mendukung
pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah kota.

Berangkat dari persoalan ketimpangan ekonomi dan tekanan
lingkungan yang dihadapi Kota Malang, dibutuhkan pendekatan yang
mampu menyatukan berbagai aktor pembangunan secara sinergis. Model
HCMM (Hexahelix Combination Management Models) menjadi strategi
kolaboratif yang melibatkan enam unsur penting, yaitu pemerintah sebagai
pembuat kebijakan, akademisi sebagai pengkaji dampak dari kebijakan,
investor sebagai penyokong modal, media sebagai penyebarluasan
informasi tentang kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana, dan regulasi
untuk penegak serta pengatur kebijakan berjalan sesuai arahan. Dengan
memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, kebijakan pembangunan
tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap dinamika lokal

di tiap zona wilayah. Melalui pendekatan ini, strategi pembangunan Kota
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Malang dapat dirancang secara adaptif untuk mewujudkan kota yang
berkelanjutan.

. Saran

Kota Malang dengan intensitas urbanisasinya yang masif dan
banyaknya peralihan fungsi lahan yang menciptakan beberapa masalah
terkhusus pada aspek ekonomi dan lingkungan, maka diperlukan beberapa
solusi dan saran untuk pemerintah agar dapat menciptakan Kota Malang
yang berkelanjutan. Adapun beberapa solusi dan saran yang dapat
dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemerintah harus meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan

ruang terhadap pelanggaran RTRW agar tidak terjadi alih fungsi

lahan yang sembarangan.
2. Meningkatkan Sinergi Kebijakan Ekonomi Dan Lingkungan

Setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus melalui penilaian

dampak lingkungan secara ketat dan diselaraskan dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan Jumlah dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Perlu ada program wajib bagi pengembang untuk menyisihkan

sebagian lahannya sebagai RTH dan mempercepat realisasi taman

dan hutan kota. Selain itu, RTH juga harus dirawat dan diawasi.
4. Melibatkan Masyarakat Secara Aktif dalam Pengawasan terhadap

Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan

Diperlukan partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan

lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelaporan

kepada pemerintah sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang

lebih adaptif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
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